
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu fungsi negara sesuai dalam pembukaan Undang-Undang 

Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, 

sehingga dibentuklah Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan 

kemerdekaannya sejak 17 Agustus 1945, dengan ditetapkannya Indonesia 

sebagai Negara Hukum
1
 dalam Perubahan Ketiga UUD 1945, memberikan 

implikasi bahwa negara harus menggunakan instrumen hukum demi 

melindungi kepentingan umum, salah satunya adalah pengakuan adanya hak 

asasi manusia dan warga negara
2
, hal ini sudah dilakukan oleh negara sejak 

Perubahan Kedua UUD 1945, berupa penambahan pasal-pasal khusus Hak 

Asasi Manusia dalam Pasal 28A hingga Pasal 28J UUD 1945 yang 

merupakan peningkatan yang signifikan dalam perkembangan ketatanegaraan 

Indonesia serta pemberlakuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

sebagai perkembangan yang signifikan dalam sejarah hukum di Indonesia. 

Penetapan Indonesia sebagai negara hukum dalam UUD RI 1945 

Pasal 1 Ayat (3), memberikan konsekuensi bahwa setiap bentuk pelaksanaan 

kekuasaan dan pemerintahan yang dilakukan oleh negara harus berdasarkan 

dan sesuai dengan hukum yang berlaku, hal ini dilakukan untuk mencegah 

tindakan sewenang-wenang dan arogansi kekuasaan yang dilakukan oleh alat 

negara maupun penduduk, sehingga hukum menjadi komando paling utama 

dalam penyelenggaraan negara, dengan demikian terdapat jaminan bahwa 
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hukum dibangun dan ditegakkan menurut prinsip demokrasi yang berasal dari 

kedaulatan rakyat
3
 yang pada akhirnya, kekuasaan tidak boleh dilakukan 

semata-mata atas kekuasaan saja, namun berdasarkan hukum yang 

berlandaskan pada demokrasi, salah satu ciri negara hukum menurut Magnis 

adalah negara dibentuk berdasarkan suatu hukum dasar yang menjamin hak-

hak asasi manusia.
4
 

Dengan adanya pengakuan negara terhadap HAM menandakan bahwa 

suatu negara telah menghargai manusia sebagai makhluk hidup yang 

memiliki martabat dan harkat yang sempurna, yang dipertegas kembali dalam 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang 

berbunyi: 

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada 

hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha 

Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung 

tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap 

orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat 

manusia.”
5
 

 

Keberadaan hak asasi manusia menyebabkan negara memiliki kewajiban 

untuk menjunjung dan melindunginya, karena kemunculan HAM adalah 

akibat dari keberadaan negara yang absolut di masa lampau, sehingga 

melahirkan keberadaan negara hukum yang salah satunya adalah penghargaan 

terhadap hak-hak asasi.
6
 

Hak Asasi Manusia telah lama dikenal sebagai bentuk pengakuan 

manusia sebagai makhluk yang memiliki akal dan pikiran yang unik dan 

pembeda dengan makhluk hidup lainnya, hak asasi manusia pada umumnya 
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telah dikenal oleh masyarakat melalui hak-hak telah dikenal umum seperti 

hak hidup, hak untuk membentuk keluarga, hak beragama, hak berpendapat, 

hak untuk tidak disiksa dan diperbudak, dan sebagainya, salah satu yang 

menjadi bagian dari hak asasi manusia adalah hak perlindungan atas diri 

individu, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta hak untuk 

rasa aman dan bebas dari ancaman.  

Seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya intensitas 

interaksi sosial antar-manusia, banyak yang menyadari pentingnya 

melindungi martabat dan kehormatan diri, hal ini perlu dilindungi karena 

menurut pendapat dari Immanuel Kant, manusia adalah satu-satunya makhluk 

yang memiliki martabat yang didasarkan dari otonomi diri yang dimiliki oleh 

manusia itu sendiri serta menurut George Kateb, martabat manusia memiliki 

unsur bahwa setiap individu setara dan istimewa, sehingga martabat perlu 

dipelihara dan dijunjung karena manusia merupakan yang mulia, selain itu, 

manusia dapat terancam bahkan terluka yang sering kali datang tanpa rasa 

sakit dan derita secara fisik.
7
 Melindungi martabat dan kehormatan juga 

diperlukan agar setiap individu dapat hidup secara bebas dan tanpa gangguan 

dari pihak yang tidak berkepentingan, yang salah satunya adalah melindungi 

privasi individu, baik di ruang kehidupan nyata maupun di ruang siber. 

Sejak abad ke-21, esensi batas-batas antar negara menjadi sangat 

ambigu  secara simbolis yang memungkinkan adanya proses liberalisasi 

dalam berbagai bidang
 8

, hal inilah membuat negara tidak bisa lagi sekedar 

melakukan pengawasan  dan pengendalian wilayah secara fisik seperti 
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daratan, perairan, dan udara saja, namun mulai memberikan perhatian yang 

sangat serius pada ruang siber, karena arus perdagangan barang dan jasa serta 

arus pertukaran data dan informasi dapat berlangsung sangat cepat melintasi 

batas-batas yurisdiksi nasional secara pesat, hal ini membuat negara harus 

sangat cepat dan giat untuk mengikuti perkembangan teknologi dan informasi 

untuk melindungi data demi melindungi keamanan data warga negaranya
9
 

berserta hak-hak mereka, termasuk melindungi hak martabat dan kehormatan 

yang di antaranya adalah hak privasi mereka di ruang siber, hal ini penting 

dilakukan karena keberadaan ruang siber dan segala aktivitas yang terjadi di 

dalamnya dapat melintasi batas-batas ruang dan waktu, yang juga dapat 

melintasi batas-batas teritorial nasional, hal ini merupakan kenyataan yang 

sudah terjadi dan tidak dapat dihindari, salah satu yang sangat terdampak atas 

perkembangan teknologi informasi adalah privasi data warga negara di ruang 

siber. Privasi secara singkat adalah kebebasan dari gangguan orang lain.
10

 

Sehingga, privasi merupakan hal yang sangat penting, terutama untuk di era 

internet, karena sejak adanya internet, telah membuka sekat-sekat yang 

sebelumnya sangat rapat menjadi lebih renggang, sehingga apa yang belum 

pernah diketahui menjadi lebih mudah ditemukan. 

Manusia telah lama dikenal pada hakikatnya sebagai makhluk sosial 

yang memiliki rasa saling ketergantungan pada manusia lainnya yang tentu 

membutuhkan interaksi dengan manusia lainnya di mana pun ia berada, 

melalui perkembangan teknologi informasi membuat manusia dapat 
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berinteraksi dengan manusia lainnya di lingkungan yang berbeda dengan 

sarana interaksi yang semakin berkembang seperti penggunaan surat, telegraf, 

telepon, SMS, hingga internet sebagai prasarana dalam interaksi yang 

memungkinkan untuk melakukan persebaran data dan informasi tanpa 

batasan-batasan tertentu.
11

 Namun ada beberapa hal yang harus tetap berada 

pada ruang pribadi, maka penting bagi mereka untuk mengontrol mana dapat 

dibagikan di publik dan mana yang harus tetap dalam ranah pribadinya serta 

bagaimana kontrol atas informasi pribadi dan bagaimana informasi pribadi 

tersebut digunakan, sehingga dapat menentukan data dan informasi mana 

yang dapat dibagikan atau tidak serta menentukan syarat-syarat tertentu jika 

informasi tersebut akan dipindahkan, oleh karena itu, perlindungan privasi 

atas data pribadi sangat penting, karena perlindungan hak privasi juga 

berkaitan dengan gagasan untuk menjaga integritas dan martabat seseorang 

dan  juga berkaitan dengan kebebasan dan harga diri individu.
12

  

Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, terutama 

teknologi internet membuat pola kehidupan masyarakat berubah secara cepat 

dan global serta tanpa batas dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, politik, 

dan hukum, segala sesuatu lebih mudah diakses, apalagi sekarang masyarakat 

hidup dalam Revolusi Industri 4.0 yang tentunya penggunaan atas teknologi 

lebih intensif dan disertai dengan otomasi dan digitalisasi interaksi antar 

manusia.
13

 Privasi dalam beraktivitas di ruang siber sangat penting karena 
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ketika kita melakukan sesuatu di internet, segala sesuatu akan terekam 

sebagai jejak digital yang tentunya akan sulit hilang dalam waktu singkat, 

bahkan menurut Scott McNeally, CEO dari Sun Microsystems mengatakan 

bahwa kita sekarang dalam keadaan nir-privasi
14

, apa yang beliau maksudkan 

adalah bahwa sejak memasuki era internet, segala sesuatu mudah terlihat, 

bahkan yang tersembunyi sekalipun, sehingga untuk bersembunyi di dalam 

internet adalah suatu kemustahilan.  

Pada saat ini, jumlah penduduk Indonesia pada pertengahan 2024 

berkisar 281.603.800 jiwa
15

 dan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 

Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia pada awal 2024 

mencapai 221.563.479 jiwa yang penggunanya didominasi oleh penduduk 

Gen-Z (kelahiran 1997-2012) sebanyak 34,4 % dan Milenial (kelahiran 1981-

1996) sebanyak 30,62 %.
16

 Dengan jumlah penduduk dan basis pengguna 

internet yang sangat besar akan menimbulkan tantangan besar akan 

perlindungan privasi atas data pribadi di negara kita. 

Sejak munculnya internet, beberapa hal baru di internet telah menjadi 

tantangan terhadap privasi terutama pada data pribadi, tantangan-tantangan 

inilah yang akan menjadi sumber permasalahan  terhadap privasi yang harus 

dihadapi oleh seluruh warga negara, seperti: 

1. Pertama, mesin pencari (search engine), sebagai salah satu sarana 

utama di internet untuk mencari informasi secara mudah dan 

sekejap, namun memiliki tantangan dalam perlindungan data 
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pribadi karena kecenderungannya untuk mengumpulkan data dan 

memiliki hubungan dengan layanan periklanan digital;
17

 

2. Kedua, media sosial (social media), melalui sarana siber tersebut, 

pengguna dapat membagikan gagasan kreatif, aktivitas, informasi, 

momen, mengirimkan pesan, momen, serta dapat membentuk 

komunitas melalui jaringan internet secara mudah dan cepat 

bahkan dapat melintasi batas-batas nasional;
18

 

3. Ketiga, Perdagangan Elektronik (e-commerce), dengannya, segala 

aktivitas transaksi jual-beli barang dan jasa dapat lebih mudah 

karena tidak perlu menghabiskan banyak tenaga dan dapat 

berlangsung tanpa kontak langsung, dengan akses pembayaran 

yang lebih instan;
19

 

4. Keempat, Perbankan Elektronik (e-banking), perkembangan 

dalam lanjutan di dunia perbankan membuat segala aktivitas 

transaksi keuangan dapat berlangsung lebih mudah melalui 

perangkat yang memadai, namun dapat memberikan risiko 

terhadap data pribadi;
20

 

5. Kelima, Komputasi Awan (Cloud Computing), adanya sarana ini 

memungkinkan akses jaringan sesuai permintaan ke sumber daya 

komputasi yang tersebar di banyak tempat dengan cepat dengan 
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pengumpulan sumber daya yang besar serta sumber daya yang 

dapat diatur secara fleksibel.
21

 

Sesungguhnya masih banyak lagi sarana dan kegiatan di internet 

seperti periklanan digital (online advertising) yang menggunakan algoritma 

berdasarkan data, aktivitas, preferensi, kebiasaan, dan perilaku pengguna di 

internet, sehingga iklan tersebut dapat ditampilkan tingkat relevansi yang 

akurat,
22

 kecerdasan buatan (artificial intelligence) yang memungkinkan 

sebuah perangkat lunak yang mampu mengembangkan dan mempelajari 

dirinya sendiri untuk dapat memroses dan menganalisis data  dalam jumlah 

besar secara efisien dan akurat,
23

 meta-semesta (metaverse) yang 

memungkinkan seseorang dapat berinteraksi langsung di dunia virtual yang 

dibuat selayaknya dengan di dunia nyata sehingga dapat bertindak seperti  

second-life,
24

 internet of things (IoT) yang mampu menghubungkan segala 

perangkat maupun infrastruktur dengan pengguna melalui jaringan internet 

sehingga dapat terhubung dan dikendalikan kapan saja dan di mana saja,
25

  

dan sebagainya, namun, kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan di atas 

memberikan tantangan tersendiri yang membuat perlindungan privasi di masa 

kini menjadi sangat penting untuk dilakukan. 
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Beberapa kali telah terjadi kasus kebocoran data pribadi di Indonesia 

baik dari sektor privat (perusahaan) maupun publik (pemerintahan), beberapa 

kasus-kasus di antaranya sebagai berikut:  

1. Peretasan Pusat Data Nasional Sementara 2 (PDNS 2) pada Juni 

2024 yang mengakibatkan gangguan pada pelayanan publik yang 

mengakibatkan kelumpuhan sistem, salah satunya layanan 

keimigrasian yang disebabkan oleh ransomware Brain Chiper 

yang merupakan varian dari LockBit 3.0 yang telah melumpuhkan 

sistem keamanan pada PDNS 2
26

, 

2. Kasus kebocoran data nasabah Bank Syariah Indonesia pada Mei 

2023 yang diserang oleh ransomware LockBit 3.0 dengan data 

sebesar 1,5 TB yang kejadiannya dilakukan saat libur lebaran
27

, 

3. Data pelanggan marketplace Tokopedia bocor pada Maret 2020 

dengan data sebanyak 91 juta pengguna yang sampai disorot oleh 

berbagai media asing, data tersebut berisi nama lengkap, alamat 

surel, nomor telepon, tanggal lahir, hashed passwords, serta data 

profil pengguna Tokopedia
28

, 

4. Database pengaduan KPAI pada Oktober 2021 yang tentunya 

lebih menghawatirkan karena berkaitan dengan data anak-anak 
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yang tentunya sangat sensitif yang berisi nama, nomor identitas 

(NIK), nomor telepon, agama, dan pendidikan
29

.  

Selain itu, kasus lainnya yang berkaitan dengan pelanggaran privasi adalah 

sebagai berikut: pertama, kasus cyberstalking (penguntitan digital) yang 

disertai ancaman kekerasan di Seattle, Amerika Serikat
30

, kedua, skandal 

Facebook-Cambridge Analytica yang memiliki motif politis yang bertujuan 

untuk memenangkan salah satu calon Presiden AS
31

, ketiga, kasus 

penyalahgunaan KTP untuk pinjol (pinjaman uang secara daring) dengan 

berpura-pura dipakai untuk lowongan pekerjaan
32

, keempat, doxing atau 

penyebarluasan informasi pribadi  yang dialami oleh jurnalis Bisnis 

Indonesia
33

. 

Berbagai kejadian kebocoran data pribadi yang merupakan 

pelanggaran atas hak privasi, baik dari sektor swasta maupun publik, 

menandakan bahwa pemerintah perlu untuk mengedepankan dan menegakkan 

perlindungan hak privasi, karena setiap manusia pasti menginginkan 

kehidupan yang tenteram dan damai, jika ketenteraman tersebut tidak dapat 

tercapai karena gangguan terhadap privasi, maka akan terjadi penurunan 

kualitas hidup karena tidak dapat lagi menjadi dirinya sendiri yang 
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bermartabat sepenuhnya, namun terkadang para pihak yang mengalami 

kebocoran data tersebut sering kali membantah kejadian-kejadian tersebut, 

meskipun sudah diperingatkan terlebih dahulu oleh para pakar,  

Selain itu, setiap manusia berhak untuk hidup nyaman dan bebas 

karena berkaitan dengan martabat hidupnya yang sudah dilindungi dalam 

konstitusi sesuai pasal 28G Undang-Undang dasar 1945 yang berbunyi:  

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, 

kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, 

serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan 

untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”  

Dari pasal tersebut tidak disebutkan secara eksplisit tentang hak untuk 

perlindungan privasi, tetapi beberapa pasal yang mengarah kepada hal 

tersebut seperti Pasal 28F berupa hak berkomunikasi dan memperoleh 

informasi untuk mengembangkan pribadinya, kemudian, Pasal 28G Ayat (1) 

berupa hak untuk perlindungan diri termasuk melindungi kehormatan, 

martabat diri, harta pribadi, serta rasa aman dan perlindungan dari segala 

ancaman, serta Pasal 28H Ayat (4) berupa hak untuk memiliki hak milik 

pribadi yang tidak boleh diambil alih dengan paksa, yang mana hak milik 

pribadi dapat dimaknai berbagai macam termasuk data pribadi, namun dari 

ketiga pasal tersebut, Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 memiliki relevansi yang 

kuat terhadap hak privasi meskipun tidak ada disebutkan secara eksplisit, 

akan tetapi ada salah satu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah 

mengakuinya sebagai dasar hukumnya. 

Perlindungan terhadap hak privasi atas data pribadi sesungguhnya 

sudah mulai terlihat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 



 

 

Informasi dan Transaksi Elektronik  (UU ITE) yang salah satu pasalnya, yaitu 

Pasal 26 ayat (1) dan (2) berbunyi: 

“Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, 

penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang 

menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan 

Orang yang bersangkutan.” 

“Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan 

berdasarkan Undang-Undang ini.” 

Pasal ini merupakan sebagian kecil dari bentuk perlindungan hak 

privasi pada data pribadi, di mana pertama kalinya penggunaan informasi 

data pribadi harus melalui izin atau persetujuan dari orang yang terdapat 

dalam data pribadinya dan orang yang bersangkutan memiliki hak untuk 

menggugat apabila penggunaannya menyebabkan kerugian, namun aturan 

tersebut belum dapat memberikan perlindungan terhadap privasi atas data 

pribadi secara menyeluruh, namun mengalami sedikit perbaikan pada 

perubahannya di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang telah 

menambahkan pengaturan mengenai penghapusan informasi elektronik, 

kemudian di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 telah menambahkan 

pengaturan mengenai perlindungan anak, serta di Undang-Undang Nomor 27 

Tahun 2022 yang telah menjadi peraturan yang secara khusus mengatur 

perlindungan data pribadi. 

Perkembangan privasi sangat pesat sehingga banyak negara yang 

mengaturnya karena pengaruh atas pesatnya penggunaan teknologi informasi 

dan komunikasi yang meluas sejak abad ke-20 sehingga dapat mengancam 

hak privasi seseorang, sudah terdapat 104 negara yang telah mengaturnya dan 

hal ini tidak terlepas dari pengaruh pengaturan yang berkembang di benua 

Eropa, terutama dalam kawasan Uni Eropa berupa General Data Protection 



 

 

Regulation (GDPR) yang berlaku sejak 2018,
34

 bahkan di negara tetangga 

juga memberlakukan pengaturan perlindungan data pribadi seperti Malaysia 

melalui Personal Data Protection Act yang berlaku sejak 2010 dan Singapura 

melalui Personal Data Protection Act yang berlaku sejak 2012,
35

 dengan 

demikian sudah semestinya pemerintah Indonesia memiliki peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan hak privasi terutama pada 

perlindungan data pribadi. 

Maka, dengan melihat uraian tersebut, penulis tertarik untuk 

mengangkat penelitian ini dengan judul PERLINDUNGAN HAK DATA 

PRIBADI WARGA NEGARA PADA RUANG SIBER DALAM 

PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA 

B. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka perlu bagi 

penulis untuk merumuskan permasalahan yang perlu diangkat sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana urgensi pengaturan perlindungan hak privasi di ruang 

siber? 

2. Bagaimana kesesuaian regulasi perlindungan privasi di ruang siber 

terhadap regulasi terkait Hak Asasi Manusia? 

C. Tujuan Penelitian 

Setelah mengemukakan permasalahan yang akan diteliti, penelitian ini 

akan dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui urgensi pengaturan perlindungan hak privasi 

warga negara dalam berbagai peraturan perundang-undangan di 

Indonesia 

2. Untuk mengetahui kesesuaian regulasi perlindungan hak privasi di 

ruang siber terhadap prinsip Hak Asasi Manusia 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dibagi secara teoritis dan praktis yang tentunya 

akan berbeda penerapannya, untuk manfaat teoritis akan lebih dirasakan 

langsung oleh penulis dan perkembangan dunia ilmu pengetahuan hukum, 

sedangkan manfaat praktis akan lebih dirasakan oleh akademisi, masyarakat 

umum, dan pemerintahan secara langsung.  

1. Manfaat teoritis, penelitian ini akan bermanfaat untuk: 

a. Sebagai prasyarat pokok untuk memperoleh gelar Sarjana 

Hukum (S.H.) 

b. Untuk meningkatkan pemahaman peneliti mengenai 

pentingnya privasi sebagai hak yang harus dilindungi terutama 

dalam era digitalisasi 

c. Untuk menambah wawasan peneliti akan hukum tata negara 

terutama dalam perihal Hak Asasi Manusia 

2. Manfaat praktis, penelitian ini akan bermanfaat untuk: 

a. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai 

pentingnya hak privasi dalam kegiatan daring sehingga 

terdapat kesadaran untuk menjaga privasi di ruang siber 

b. Memberikan pengetahuan bagi lembaga/institusi privat 

maupun publik agar dapat mematuhi kewajiban perlindungan 



 

 

hak sehingga dapat tercipta kredibilitas atau tingkat 

kepercayaan pada masyarakat 

c. Memberikan masukan bagi pengambil kebijakan sehingga 

perlindungan hak privasi dapat terakomodasi dalam suatu 

regulasi tertentu 

E. Metode Penelitian 

Penelitian merupakan sarana yang digunakan untuk mengembangkan 

ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan pengaturan-pengaturan tertentu 

dengan fakta-fakta yang telah ditemukan dan dihimpun sehingga suatu 

permasalahan dapat dipecahkan secara sistematis.
36

 Sehingga, agar penelitian 

ini dapat tercapai tujuannya dan dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh 

kalangan, maka disusun metode penelitian agar penelitian ini dapat terarah. 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan akan menggunakan penelitian yuridis-

normatif, penelitian ini berfokus pada hukum yang telah tertulis dalam 

peraturan perundang-undangan (law in books)
37

, sehingga fokus 

penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan privasi dan ranah siber. Penggunaan sumber-sumber lain hanya 

digunakan untuk menambah nilai tambah dari proses penelitian ini. 

2. Sifat Penelitian 

Karena penelitian ini berfokus pada peraturan perundang-

undangan yang merupakan bagian dari penelitian yuridis normatif, maka 

penelitian ini akan bersifat deskriptif analitis, hal ini dilakukan karena 
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penelitian ini akan mengungkapkan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian ini,
38

 dengan 

demikian, penelitian ini lebih terpusat pada suatu regulasi yang berlaku 

saat ini. 

3. Pendekatan Penelitian 

Setelah menentukan sifat penelitian, maka dipilihlah beberapa 

pendekatan penelitian karena sangat berkaitan dengan jenis dan sifat 

penelitian yang telah dipilih, maka akan digunakan beberapa pendekatan 

penelitian yang akan digunakan, yaitu: 

a. Pendekatan perundang-undangan 

Penelitian ini dilakukan dengan menelaah semua 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu 

hukum yang sedang diteliti, sehingga suatu peraturan 

perundang-undangan dapat diketahui konsistensinya dari 

tingkat teratas hingga terbawah.
39

 

b. Pendekatan konseptual 

Selain menelaah perundang-undangan, penelitian ini 

dilakukan beranjak tidak dari aturan hukum yang ada karena 

permasalahan tersebut belum ada aturan hukumnya, sehingga 

untuk membangun konsep, maka ia harus mempelajari 

beberapa pandangan dan doktrin ilmu hukum.
40

  

c. Pendekatan komparatif 
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Dengan melakukan perbandingan antar bahan hukum, 

penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dan 

perbandingan hukum terapan untuk sasaran tertentu, maka 

perbandingan dilakukan dengan membandingkan suatu hukum 

dengan hukum yang berlaku di negara lain, sehingga dapat 

diketahui latar belakang dari suatu ketentuan hukum 

tersebut.
41

 

d. Pendekatan Historis 

Berbeda dengan tiga pendekatan sebelumnya, 

penelitian ini juga dilakukan dengan memahami perubahan-

perubahan dan perkembangan filosofi dari aturan hukum yang 

sedang diteliti ini dari waktu ke waktu.
42

 

4. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini merupakan penelitian yang berjenis yuridis-normatif 

yang berfokus pada peraturan perundang-undangan, maka penelitian ini 

akan lebih banyak mengandalkan data sekunder berupa bahan hukum 

yang terdiri dari: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang utama, 

karena bahan tersebut memiliki kekuatan otoritas
43

, maka 

bahan hukum tersebut terdiri dari peraturan perundang-

undangan, risalah resmi yang berkaitan dengan peraturan 

perundang-undangan dan putusan hakim, maka dengan 

                                                 
41

 Ibid, hlm. 172-173 
42

 Ibid, hlm. 166 
43

 Zainuddin Ali, Metode..., Op. Cit., hlm. 47 



 

 

demikian, bahan hukum tersebut yang akan digunakan sebagai 

bahan analisis adalah sebagai berikut: 

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 

2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia; 

3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 

Telekomunikasi; 

4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013; 

5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah 

Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 

Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2024; 

6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang 

Perlindungan Data Pribadi; 

7) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; 

8) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang 

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; 

9) Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika 

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data 

Pribadi Dalam Sistem Elektronik; 



 

 

10)  Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika 

Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pendaftaran Sistem 

Elektronik Lingkup Privat; 

11)  Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika 

Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Telekomunikasi;  

12) Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi 

Universal Hak Asasi Manusia); 

13) International Covenant on Civil and Political Rights 

(Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan 

Politik); serta 

14)  Peraturan-peraturan terkait yang berhubungan dengan 

data privasi. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum ini digunakan untuk membantu peneliti 

dalam membangun argumentasi hukum, maka bahan ini harus 

berguna dalam pembuatan latar belakang, rumusan masalah, 

metode penelitian, hingga inti penelitian.
44

  

Bahan hukum sekunder berfungsi untuk menjelaskan 

bahan hukum primer
45

, sehingga Sumber-sumber tersebut 

adalah buku teks hukum, karya ilmiah yang berupa skripsi, 

jurnal, dan makalah ilmiah 

c. Bahan Hukum Tersier 
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Bahan hukum ini digunakan sebagai petunjuk untuk 

memahami maksud dari bahan hukum primer maupun 

sekunder.
46

 Maka bahan hukum yang akan digunakan adalah 

kamus istilah hukum, berita dari sumber terpercaya, sumber 

internet yang dipastikan keabsahannya. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Karena penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif, maka 

penelitian ini lebih banyak menggunakan studi kepustakaan, maka data-

data yang diperoleh berasal dari buku yang relevan, perundang-undangan, 

karya akademik.  

6. Pengolahan dan Analisis Data 

Setelah melakukan pengumpulan data-data penelitian, maka 

dilakukan pengolahan dan analisis yang bersifat deskriptif-analisis, 

analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan dengan menjelaskan 

isi dan struktur suatu hukum positif, sehingga hasilnya dapat dijadikan 

rujukan dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum.
47
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